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KONSEP RESTORATIF i L S
JUSTICE: SUATU R
TINJAUAN TERHADAP

PO LA PENYELESAIAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,
KASUS-KASUS PIDANA UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DALAM KONTEKS KE-

ACEHAN

| Abstral Restoratif” Justice merupakan istilah baru dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system)
cdonesn vang menarik didiskusikan dalam konteks ke-Acchan. Istilah ini mulai diperkenalkan secara
psional sejak tahun 2012 melalui Und.mg_, Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Lok din Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Restoratif justice merupakan
pen clesnn perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, l\(nlmn, keluarga pe ,11\\1/1\011)‘m, dan pihak
Lo vang terkant unruk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menckankan pemulihan
Fobl padi keadaan semula, dan bukan pembalasan. Istilah tersebut bagi masyarakat Acch relatif asing,
A substanst penting restoratif justice telah diprakeekkan sejak lama. Masyarakat Aceh cenderung
dcnnalkan mekantsme peradilan adat yang lebih mengedepankan win-win solution daripada mekanisme
ol Penclitan mi bertujuan mengkaji apakah konsep restoratif justice dalam hukum positif Indonesia
(o constiutum) merupakan pola baru dalam konteks ke-Acehan dan bagaimana mekanisme penyelesatan
L prcdana dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum
Vi digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Musyarakat Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat telah mempraktekkan substansi restoratif justice.
Pelilsanaannya bukan hanya dikhususkan pada kasus anak, namun kasus pidana yang dilakukan oleh
arnng dewasapun masih adanya kemungkinan dialihkan dari mekanisme peradilan formal. Perbedaanny:
Jinnyalah pada tataran penggunaan istilah dalam hukum positif (ius constitutum) dan praktek masyarakat
Aceh Pola penyelesaian perkara di luar peradilan formal dikenal beberapa istilah dalam masyarakat Aceh,
Vit dhiet, suloh, pendamee, peumat jaroe. Akhir dari penyelesaian perkara, dilakukan pensijuek (menepung
fwin) supaya dapat mengakhiri persoalan tanpa terjadinya permusuhan berkepanjangan.

Kata kanci: restoratif justice, kasus pidana, mediasi, peradilan adat Aceh.

PENDAHULUAN

Penppunaan konsep restoratif justice sebagai sarana penyelesaian kasus tindak pidana mcrupnk;m pendekatan
Liru yang perlu mendapatkan respon positif bagi berbagai kalangan. Istilah restoratif justice dapar
«lllwu'muk.m dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh
Momor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 6 UU tersebut meny atakan bahwa
leendilan /m/um/// Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan PLlAl\LI korban,
lkeluarga pel: ll\u/l\ml) i, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
denpan menckankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.



PROCEEDINGS
2nd. INTERNATIONAL SOCIAL DEVELOPMENT CONFERENCE 2016

Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia * 17-18 August 2016

KONSEP ‘AQILAH * M.Ridha

Fakulti Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

DALAM PERSPEKTIF Bariia el
HUKU M ISLA M E-mail: ridha_alta@yahoo.com
= Salman Abdul Muthalib
Fakulti Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Banda Aceh
E-mail: salman_filza@yahoo.com

‘Agilah adalah pihak yang menanggung diat atas kasus pembunuhan semi sengaja dan tersalah.
Dewasa ini, konsep ‘agilah tidak lagi berlaku dalam sistem hukum Islam, termasuk belum mendapat tempat
yang seharusnya dalam kajian fikih kontemporer. Padahal konsep ‘gilab ini dapat menjadi solusi dalam
menjawab persoalan yang dihadapi umat, khususnya pada kasus pembunuhan semi sengaja dan tersalah.
Penelitian ini mengkaji tentang konsep ‘agilah dan relevansinya untuk penerapan pada masa sekarang,
Hasil kajian menemukan bahwa agilah pada masa Rasul adalah ‘ashabah. Pada masa ‘Umar, konsep ‘agélah
mengalami perubahan, di mana pembebanan diat bukan hanya kepada ‘ashabal tetapi juga kepada kalangan
diwan. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah sependapat dengan iitihad ‘Umar, sedangkan kalangan Svafi‘iyah
dan Hanabilah menganggap bahwa ijtihad “‘Umar bertentangan dengan ketetapan Rasul. Perbedaan ini
menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab awal dan mazhab-mazhab yang
kemudian, dikarenakan pada periode berikutnya pengembangan metodologi hukum Islam semakin
sisternatis dan kerat, yang mengakibatkan sulitnya membumikan hukum Islam karena ia tidak lagi sesual
dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Ulama kontemporer seperti Ibn Taymiyah
dan al-Qaradawi berpendapat jika ‘agilah hanya bermakna sebagai ‘ashabah, maka tidak dapat berlaku secara
keseluruhan karena adanya keterbatasan. Pendapat yang lebih kuat tentang makna ‘agifah adalah pihak yang
dapat menolong dan membantu pelaku tindak pidana dalam pemenuhan diat unruk menjamin hak-hak
keluarga korban. Kajian ini juga menemukan bahwa dalam sekarang ini, definisi ‘agilah dapat diperluas
dalam beberapa kategori, yaitu: sebagai teman seprofesi, asuransi, bahkan negara dapar menjadi ‘agilal)
dengan syarat-syarat tertentu. Karena ketiga kategori tersebut sekarang ini dapar digolongkan schagat
pihak yang dapat menolong dan membantu pelaku tindak pidana.

Kata kunci: ‘aqilab, ‘ashababh, diat

PENDAHULUAN

Agilah adalah kelompok orang yang menanggung dzat. Jamhur mengatakan bahwa diat pembunuhan
semi sengaja dan tersalah dibebankan kepada ‘gilah, bukan kepada pelaku jarimah sebagaimana pada
kasus pembunuhan sengaja, atas dasar saling membantu dan tolong menolong yang merupakan tujuan
dari syari’at (Zuhaili, 2004:5722, Jil. IX). Kewajiban ini merupakan Ketetapan pasti bersumber dari nash
bukan berdasarkan giyas (Al-Jazir, t.t;: 322), dan tidak ada ikhtilaf mengenai hal tersebur (Madrajt, t.t.:
262), di mana semua ahli ilmu mengatakan kewajiban diat dibebankan kepada ‘agilab (Ibn Qudamah, 1994
16-21). ‘Agilah yang dimaksud sebagaimana dipraktekkan pada masa Rasul adalah ashabah atau suku yang
menjadi afiliasinya. Jika dilihat secara historis, maka konsep ‘agélah yang menjadi bagian dari hukum Islam
sekarang ini berasal dari tradisi Arab yang diwarisi oleh Islam (Karim, 2003: 94), sebagai upaya hukum
untuk meringankan beban pelaku jarimah dan sebuah perranda kuatnya ikatan persaudaraan aniar anggora
masyarakat.




Kategori ‘agilal) sebagai ashabah mengalami perubahan ketika Umar bin Khattab (w. 24 H) menjadi
khalifah, Umar membebankan diat kepada ah/ diwan sekiranya pelaku jarimah dari kalangan ah/ diwan,
seperti anggota atau pasukan yang namanya telah terdaftar di diwan (Baltaji, 2005: 403). Umar menetapkan
hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada masa pemerintahannya kekuatan pertolongan tidak
lagi berada ditangan keluarga atau kabilah seutuhnya, tetapi juga berada pada diwan, bahkan seseorang
berani berlawanan dengan kabilahnya demi kedudukan di diwan (al-Bahnisi, t.t.: 61-65).

Fugala’berbeda pendapat dalam menanggapi pergeseran agilah pada masa Umar. Kalangan Hanafiah dan
Malikiah mengakui praktek Umar bahwa ‘gilah adalah diwan. Perubahan ini dibutuhkan sesuai dengan
kondisi yang telah berubah jika dibandingkan antara masa Umar dan masa Rasul. Sedangkan kalangan
Syafriyah dan Hanabilah tetap mengacu pada prinsip bahwa yang dimaksud dengan ‘agilah adalah ashabab,
bukan kepada diwan sebagaimana yang dipraktekkan Umar. Mereka tetap berpegang kepada hadis bahwa
Rasul menetapkan diat kepada ashabah. Syafi (w. 204 H) mengatakan tidak dapat di-nasakh hukum yang
telah diberlakukan Rasulullah dan tetap dipraktekkan pada masa Abu Bakar. Oleh karena itu praktek Umar
tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena bertentangan dengan hadis Rasul (Sarakhsi, 1993: 126).

Pada sisi lain, walaupun dalam perkembangan hukum Islam pada masa berikutnya, sebagian mazhab tidak
menyetujui praktek Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Akan tetapi, upaya Umar untuk merekonstruksi
kategori ‘wgilal) memperlihatkan pentingnya tujuan konsep %gilah dalam Islam untuk penjagaan jiwa dan
terjaminnya hak keluarga. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dapat diwujudkan dengan berbagai cara
sesuai dengan kondisi dan karakter sosial masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan Umar.

Dewasa ini, kajian tentang @gilah belum mendapat tempat yang seharusnya dalam kajian-kajian figh
kontemporer. Padahal jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai ia tidak dikalah penting dengan bidang
lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang konsep ‘aqilah dan relevansinya untuk penerapan pada masa
sekarang dalam konteks perubahan sosial yang demikian cepat.

Pengertian ‘Aqgilah dan Tindak Pidana Pembebanan Diat

Pengertian ‘gilah menurut terminologi figh adalah sekolompok orang yang menanggung diat (Sabig, 2006:
456). Dengan demikian %gilah adalah pihak yang dapat menanggung beban atau pihak yang membayar
diat, karena mereka yang dapat menjaga seseorang dari berbuat keji atau yang dapat menahan saudaranya

untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kewajiban diat ditanggung oleh “gi/ah bersumber kepada hadis
Rasul yang berbunyi:
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“Ada dna oraig wanita dar: suku Hudzail yang bertengkar, salah satunya melempar wanita lain dengan batu sehingga
mentbnibiya dan kandingan yang ada dalam perntnya. Kenudian mereka mengajukan permasalabannya kepada Nabi
saw, lantas belian meniberikan keputusan bahwa diat Janinnya adalal) (menerdekakan) seorang bidak laki-laki atan
perempian, dan belian memutuskan babwa diat wanita atas ‘agilabnya, sedangkan warisan dari ibu yang terbunub itu
diterima oleh abli warisnya, anaknya dan orang-orang yang bersamanya” (H. R. Bukhari dan Muslim)

Menurut para fuqaha’, hadis di atas menunjukkan bahwa pembebanan diat kepada ‘wgiluls merupakan
pengecualian dari kaidah umum, yaitu: manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dihisab
sesuai dengan perbuatannya. Secara sepintas terlihat bahwa pembebanan diat kepada ‘wgilal) bertentangan
dengan dhahir firman Allah bahwa “Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain”. (Al-Quran, 6:164).

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana yang diatnya dibebankan kepada ‘gilsh adalah sebagai berikut:
pertama, pembunuhan tersalah, yaitu: pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak ada maksud
atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, seperti seorang yang melempar dan meyakini bahwa




1w adalah sasarannya tetapi yang kena adalah orang lain (Ya‘la, 2000: 273). Jumlah diat yang harus dibayar
sebanyak seratus ekor unta, dengan perincian: 20 ekor unta higqah (unta betina yang telah genap berumur
tiga tahun); 20 ekor unta Jjaz'ah (unta betina yang telah genap berumur empat tahun); 20 ekor unta bintn
makhad (unta betina yang telah genap berumur satu tahun); 20 ekor unta biutn labun (unta betina yang telah
genap berumur dua tahun); dan 20 ekor unta Ibn makhad (unta jantan yang telah genap umur satu tahun)
(al-Arifi,1996: 76) .

Kedya, pembunuhan semi sengaja, yaitu: pelaku sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan benda
atau alat yang biasanya tidak mematikan seperti batu kecil, kayu kecil dan tongkat kecil, tetapi tidak berniat
untuk membunuh (Rusyd, 1960: 532). Sanksi terhadap pembunuhan semi sengaja adalah diat msughallazah
sebanyak seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor higgah (unta betina yang telah genap berumur tiga
tahun); 30 ekor jag'ah (unta betina yang telah genap berumur empat tahun); dan 40 ekor &haffah (unta
betina yang sedang hamil).

Para fugaha’ juga memasukkan beberapa tindak pidana lainnya, seperti kasus pembunuhan sengaja yang
dilakukan oleh anak-anak dan orang gila yang tidak memungkinkan qgisas atau telah dimaafkan oleh keluarga
terbunuh. Hanafi dan Malik berpendapat bahwa diat tersebut diwajibkan kepada ‘agilah karena walaupun
sengaja anak-anak dan orang gila dikategorikan tidak bersalah (Audah, 2005: 544-545).

‘Agilah Pada Masa Rasulullah

Dalam pandangan Karim, konsep @gilah yang sekarang menjadi bagian hukum Islam merupakan ritus
hukuman yang berasal dari tradisi Arab yang kemudian disetujui oleh Islam, tradisi ini telah mengakar cukup
kuat dlkalangan Arab (Karim, 2003). Bagl mereka, suku merupa]mn sebuah komunitas yang sama-sama
menikmati kebaikan dan juga menanggung penderitaan yang menimpa serta saling bahu-membahu unruk
menyelesaikan berbagai hal terkait dengan masalah suku. Pada tataran ini, entitas diri individu terkait secara
organik dengan sukunya. Jadi, ‘@gi/ah dapat disimplikasikan sebagai bentuk sebuah solidaritas kebersamaan.
Dalam diri setiap suku Arab sudah terbentuk motto Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang
dizalimi”. Kemudian tradisi ini diadopsi oleh Islam bahwa jika saudaramu zalim maka cegahlah ia dari
kezalimannya .

Pentingnya nasab bagi bangsa Arab terlihat dari geneologi yang tersusun dalam enam tingkatan, sebagai
contoh bisa dilihat dari persukuan Rasul. Rasul merupakan keturunan dari nenek besarnya Adnan. Adnan
mempunyai dua anak yaitu Mudhar dan Rabi’ah. Mudhar mempunyai keturunan besar yang termasyhur
falah dua, yaitu Kinanah dan Quraisy. Dari Quraisy turun dua keturunan besar, yaitu Bani Abdul Manaf
dan Bani Abdud Daar. Dari Bani Abdul Manaf turun beberapa keturunan, satu dmnmmm a Bani Hasyim,
yang menurunkan Rasul. Rasul merupakan anak Abdullah, anak Abdul Murallib, anak 1 Tasyim. Dari
contoh ini maka dapat dikatakan bahwa Adnan di namai a5)-Sya’h (bangsa), Rabiah dan Mudhar dinamai
al-Qabilah (sukv), Quraisy dan Kinanah dinamai aImarah (sub suku), Bani Abdul Manaf dan Abdud-Daar
dinamai @/-Bath (klan atau marga), Bani Hashim dinamai a/-Fakhdy, (moiety), Bani Abdul Muthalib atau
Bani Abu Thalib dinamai a/-Fashilah (faksi) (Hamka, 1997: 85). Kalangan genologis memelihara seluruh
nama-nama suku dan cabang daripadanya secara baik dan cermat, sehingga dapat diketahui seperti yang
telah disebutkan dari persukuan Rasul.

Nasab bagi bangsa Arab merupakan sebuah simbol yang menjamin identitas diri dalam sebuah komunitas
serta memberikan ikatan kekerabatan di dalamnya, tidak hanya pada masa seseorang hidup bahkan hingga
setelah meninggal. Menurut Hamka, dari sekian banyak l)angs'\ -bangsa, maka bangsa Arab merupakan
bangsa yang sangat mementingkan nasabnya dibandingkan dengan bangsa lainnya. Jika seseorang disakiti/
dibunuh, maka keluarga, klan, atau sukunya akan menuntut denda pada pelaku atau keluarganya. Sementara
orang yang tidak memiliki nasab, maka ia sama sekali tidak dipedulikan serta tidak ada rempar baginya
untuk meminta pertolongan.

Menurut Karim, tradisi ‘agélah tertransformasi dalam Islam seperti apa adanya, dan tetap berlaku dengan
formulasi awal. Modifikasi rerhadap konsep ‘agilah baru terjadi ketika perubahan besar-besaran dalam
masyarakat Arab sebagai implikasi ekspansi-ekspansi ke wilayah lain di luar semenanjung Arab. Pada saat
tersebut, suku-suku Arab mulai tersebar ke berbagai wilay ah baru, seperti Fusthath, Kufah, Bashrah dan
Qairawan. Schingga dituntut terjadinya modifikasi atas konscp ‘agilah) yang paralel dengan perubahan-
perubahan sostal tersebut.
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Menelusuri ljtihad Umar tentang Konsep ‘Adilah

Setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama tetap mempraktekkan konsep ‘wgilah
sebagaimana yang telah diberlakukan pada masa Rasul karena pada masa-masa awal kepemimpinannya
belum terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakart Islam ketika itu.

Tetapi pada masa berikutnya, setelah Umar menduduki khalifah kedua, banyak terjadi perubahan-
perubahan dalam sistem kenegaraan dan masyarakat, sehingga Umar melakukan ijtihad terhadap beberapa
persoalan yang dihadapi termasuk persoalan @gzlah. Pada masa pemerintahan Umar, setelah terbentuknya
diman pada tahun 20 H, diat tidak lagi dibebankan kepada ashabal atau qabilah dari pelaku jarimah tetapi
dibebankan kepada ab/ diwan, kalau sekiranya pelaku jarimah berasal dari kalangan ah/ diwan, diambil dari
gaji mereka selama 3 tahun sehingga tercapainya diat. Berdasarkan riwayat Ibrahim an-Nakhi’ (w 96 H),
pada masa Umar yang dapat dijadikan sebagai penolong adalah ah/ diwan jika mereka dari kalangan diwan.
Atas dasar kondisi tersebut Umar menetapkan bahwa agilal adalah ab/ diwan, peralihan ini disepakati oleh
para sahabat tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan mercka (Al-Jazir, t.t. : 331).

Menurut al-Mawardi, latar belakang pembentukan diwan dikarenakan Abu Hurairah selepas penaklukan
Bahrain membawa uang yang sangat banyak. Salah scorang sahabat mengusulkan kepada Umar untuk
pembuatan diwan sehingga memudahkan dalam pembagiannya (Al-Mawardi, 2006: 335-336). Kemudian
Umar meminta petunjuk kepada para sahabat bagaimana harus membagi harta negara tersebut. Khalid
bin Walid mengusulkan untuk membuat diwan sebagaimana raja-raja Syria, Walid bin Mughirah juga
mengusulkan untuk membuat beberapa diwan sebagaimana yang telah ia lihat pada raja-raja di Syam. Umar
juga mendapatkan masukan dari Hurmuzun (orang Persia) untuk mempergunakan diwan, menurutnya
diwan sangat diperlukan karena selama ini setiap pengiriman militer tanpa daftar nama yang mengakibatkan
tidak diketahui secara pasti pasukan yang gugur serta tidak diketahui pasukan yang digaris belakang yang
meninggalkan tempatnya dan melarikan harta rampasan (Ibn Khaldun, 2008: 300).

Atas dasar beberapa aran tersebut, Umar memberikan tugas kepada *Uqail bin Abi Thalib, Mukhrimah bin
Naufal, dan Jubair bin Math‘am yang sangat ahli tentang nasab suku Quraisy. agar mereka mencatat diwan
tentara dan menulis semua penduduk. Pencatatan dimulai dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib,
kemudian orang-orang sesudah mereka diantara kabilah Quraisy. Selanjutnya diteruskan dengan kaum
Anshar dimulai dengan kaum Sa’ad bin Muadz dari kaum Aus, kemudian siapa yang paling dekat dengan
Sa’ad.

Diwan juga merupakan tempat untuk menyimpan apa saja yang berkaitan dengan negara, seperti daftar
pekejaan, daftar kekayaan negara, siapa yang bertanggungjawab untuk menjalankan keduanya, dan daftar
para pegawai negara. Selanjutnya diwan juga dimaksud sebagai lembaran-lembaran, tempat mencatat nama
tokoh-tokoh militer dan mereka yang mendapat tunjangan wajib. Pada tahap berikutnya diwan mengalami
perkembangan dan dipakai untuk tempat menyimpan arsip dan dokumentasi negara, kemudian dipakai
untuk tempat-tempat para petugas yang menangani arsip, juga untuk nama arsip itu sendiri. Dengan
demikian, diwan adalah kantor registrasi yang mencatat dan menghitung orang-orang dari kalangan militer
dan kalangan lainnya serta disebutkan jumlah tunjangan yang diterimnya (Haekal, 2000: 675). Pada masa
pemerintahan Umar, terdapat empat diwan, yaita diwan militer, diwan kharaj dan jigyab, divan walal dan diwan
baitul mal.

Konsep ‘Agilah dalam Perspektif Kalangan Mazhab

Kalangan Hanafiah dan yang termasyhur dari kalangan Malikiah memasukkan al/ diwan scbagai salah satu
dari kategori ‘agilal jika pclal\u ;anmah dari l\almgan diwan. Hal ini berdasarkan praktek yvang dilakukan
oleh Umar dengan menetapkan kewajiban diat bagi u// diwan. Sedangkan kalangan Syafi'ivah dan Hanabilah
berpendapat bahwa ab/ diwan tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari ‘wgilab. Imam Svafi't (w. 204
H) mengatakan bahwa pembebanan diat didasarkan kepada ketetapan Rasul dan ndak ada perbedaan
pendapat (i&htilaf) mengenai hal tersebut. Ketetapan Rasul adalah lebih awal dan utama daripada apa
yang telah ditetapkan oleh Umar, oleh karena itu setiap hukum harus diputuskan berdasarkan apa yang
telah ditetapkan oleh Rasul (Ibn Qudamah, 1994: 42). Sedangkan kalangan Hanabilah berargumen bahwa
ahl diwan tidak dapat dijadikan sebagai %gilah karena pada dasarnya mereka tidak dapat mewarisi kepada
pihak lainnya yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian terlihar jelas bahwa sebagian dari Malikiah,
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Syafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa kalaupun seorang pembunuh itu berasal dari @b/ diwan maka
aqz/a/mva adalah tetap ashabah bukan abl diwan.

Selanjutnya, jumhur sepakat bahwa kategori ‘agilah berikutnya adalah ashabah, yaitu keluarga dari nasab
garis keturunan ayah dimulai dari yang terdekat sampai terputus nasabnya. Hanafi mengatakan bahwa jika
pelaku jarimah bukan dari kalangan diwan, maka ‘agilalmya adalah ashabah dan kabilah. Sekiranya diat belum
terpenuhi, maka ikut menjadi %g:/zh adalah kabilah-kabilah lainnya yang terdekat berdasarkan garis nasab,
baik kerabatnya tersebut dari kalangan diwan atau bukan.

Kalangan Malikiah berpandangan bahwa ashabah dimulai dari keturunan yang terdekat berdasarkan nasab
ayahnya, yaitu anak-anak ayahnya dan anak-anak kakeknya sampai seterusnya. Termasuk yang menjadi
‘agilah adalah kerabat terdekat berdasarkan kabilah. Hanabilah juga menyebutkan bahwa pembagian dari
ashabah dimulai dari yang terdekat, terdiri dari saudara dan anak-anaknya, paman dan anak-anaknya, paman
dari ayah dan anak-anaknya, paman kakek dan anak-anaknya, begitu seterusnya sampai pada generasi
terakhir dari ashabah garis ayah. Kategori tersebur dratas semuanya dimulai dari ashabah yang rerdekat,
karenanya yang paling bertanggungjawab sebenarnya adalah keluarga terdekar. Konsep ini sebenarnya
seperti zzraas (ahli waris) dan wali nikah (Ibn Qudamah, 1994: 43). Tetapi ukuran ashabah bukan hanya
orang yang dapat secara langsung menerima harta kalau sekiranya pelaku pidana meninggal, terapi juga
ashabah yang terhijab dengan ashabal lainnya tkut menjadi ‘agilah bersama-sama, dimulai dari yang terdekat
dan seterusnya sampai terputus nasabnya yang dapar diketahui.

Imam Syafi merinci secara jelas dalam a/-Umm siapa saja yang termasuk ashabal. Pertama sekali jika ia
mempunyai saudara se-ayah maka mereka menjadi ‘agilah baginya, sekiranya jumlah diat belum terbayar,
maka dibebankan kepada anak-anak kakeknya, sekiranya belum terpenuhi ikut dibebankan kepada anak-
anak kakek ayahnya, begitu seterusnya dimulai dari yang terdekat dengan pelaku jarimah. Selanjutnya
jika diat belum terpenuhi, kemudian pelaku jarimah dikerahui, misalnya dart Bani Abdul Manaf maka
dibebankan diatnya kepada Bani Abdul Manaf; jika juga tidak terpenuhi dibebankan kepada Bani Qusaiy,
jika juga tidak terpenuhi dibebankan kepada Bani Kilab, begitu seterusnya jika jumlah diat belum terpenuhi
dibebankan kepada sub-suku lain yang dalam urutan nasabnya yang masih dalam satu kabilah, sehingga
terpenuhi jumlah diat yang telah dibebankan (Syafiy, : 115-116).

Selanjutnya, firgaha’ berbeda pendapat apakah ayah dan anak dari pelaku jarimah ikut bertanggungjawab
bersama-sama dengan “gilah lain. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayah dan anak termasuk dalam
kategori ‘wgilah. Pendapat ini pegang oleh kalangan Hanafi, Maliki dan ub’l"lan dart kalangan Hambali di
antaranya Abu Bakar dan Abi Jakfar. Mereka mengatakan pembebanan diat kepada ‘agilal adalah atas dasar
tolong menolong. Karenanya, ayah dan anak merupakan orang pertama yang paking berhak menolong
dibandingkan dengan pihak-pihak lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa ayah dan anak tidak termasuk dalam kategori ‘agilah. Pendapat i
dipegang oleh kalangan Syafi'i dan sdmgizm kalangan Hambali, juga sebagian kalangan Maliki. Nawawi
mengatakan bahwa ayah dan anak pelaku jarimah tidak menanggung diar, karena mereka berasal dari
kesatuan tanggung jawab, misalnya harta ayah adalah harra anak juga, maka mereka tidak rermasuk dalam
kategori agilah. Rasul menyebutkan bahwa antara ayah dan anak tidak saling mendhalimi diantara keduanya,
maka menurut Nawawi tidak saling mendhalimi termasuk dalam pembebanan diar (An-Nawawi, 1991:
349).

Sedangkan agilah fakir atau miskin para fugaha’ berbeda pendapat, Abu Hanifah mengatakan bahwa ‘agz/al
yang fakir atau miskin ikut bertanggungjawab untuk membayar diat, apalagi ia mempunyai pekerjaan
dan keterampilan yang dapat dilakukannya, karena diat tersebut disyari’atkan untuk melindungi darah,
maka hukumnya diwajibkan bagi semua. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian kalangan Malikiah dan
sebagian kql’mg’m Hanabilah.

Pendapat lainnya tidak memasukkan orang fakir fakir atau miskin sebagai @gilah. Pendapat ini dipegang
oleh Syafriah, scbagian kalangan Malikiah, dan juga sebagian kalangan Hambali. Syafi berkata bahwa
pada dasarnya orang fakir atau miskin tidak menjadi bagian dari ‘@gilah, kewajiban pembebanan diat sangat
rergantung pada kondisi dari masing-masing ‘g/lah pada saat ditetapkan oleh hakim (Syafii, : 117). Kondisi
tersebur dilihat dalam masa tiga tahun waktu pembayaran diat, karena keadaan ekonomi seseorang sangat
mungkin berubah dari waktu ke waktu.



FEV TN

Tbnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ‘agilah yang fakir tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung
diat, karena ia tidak dapat menolong orang lain, jika dibebankan baginya maka tidak akan tercapai
kemaslahatan tapi sebaliknya akan memberatkan manusia lainnya, karena dengan kefakirannya saja dia
dalam kesusahan apalagi ditambah dengan beban yang diluar kemampuannya.

Dari kategori dan perincian agilah di atas, fuqaha’ sepakat bahwa perempuan, anak-anak yang belum baligh
dan orang gila tidak termasuk dalam kategori ‘agilah. Nenurut Syaft’i yang wajib menanggung diat adalah
lelaki merdeka lagi dewasa (akil baligh). Alasan yang dikemukan seperti yang disebutkan dalam dalam
mazhab Hanafi dan Malik karena secara syarak mereka tidak dapat digolongkan dalam kalangan yang
dapat menolong maupun membantu orang lain, tetapi mereka lah yang membutuhkan pertolongan (Ibn
Qudamah, 1994: 48-49) .

Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai ‘agilab? Mengenai hal ini, jumhur sepakat bahwa
diatnya ditanggung baitul mal. Syaf’t misalnya mengatakan pembebanan diat kepada biatul mal karena
Rasulullah pernah membayar diat dari baitul mal kepada seorang anshar yang terbunuh dalam perang
khaibar. Mereka juga beralasan kepada praktek Umar yang membayar diat dari baitul mal terhadap salah
seorang karena tidak diketahui pembunuhnya. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Islam sebenarnya
menjadi ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, makanya baitul mal harus menanggung
diatnya, karena posisinya seperti ashabab.

Tetapi, jika baitul mal tidak ada arau tidak mampu maka diat dibebankan kepada pembunuh itu sendiri.
Pendapat ini dipegang kalangan Syafiah dan Malikiah, mereka beralasan bahwa pokok pembebanan diat
pada dasarnya adalah menjadi ranggungan dari pelaku jarimah, bukan kepada ‘agilah. Sedangkan Kalangan
FHanabilah berpendapat bahwa pelaku jarimah sama sekali tidak dibebankan untuk membayar diat atau sisa
diat karena pada dasarnya beban diat tersebut bukan diwajibkan kepada pelaku tetapi kepada agilaimya,
iika ‘gilah tidak ada, pelaku jarimah tidak berkewajiban untuk menanggung diat, beban diat beralih kepada

baitul mal.

Analisis Perubahan Konsep ‘Aqilah: Relevansi untuk Penerapan Sekarang ini

Pembebanan diat kepada ‘gilah dalam sistem hukum Islam merupakan suatu aturan untuk terwujudnya
keadilan. Karena jika diat dibebankan kepada pelaku jarimah dikhawatirkan hak-hak keluarga yang terbunuh
tidak dapat terpenuhi dengan sempurna, biasanya hanya sedikit orang kaya, sedangkan kebanyakan dari
manusia adalah orang-orang miskin atau fakir yang membutuhkan pertolongan orang lain. Di samping itu,
‘agilah bertanggungjawab sebagai sebuah bentuk sikap untuk meringankan beban saudaranya yang ditimpa
musibah, sebagai sebuah sikap yang terus didorong dalam Islam.

Memang pada awalnya, konsep gilah bukan murni bersumber dari Islam, ia merupakan sebuah tradisi
bangsa Arab, Rasul mengadopsi konsep ini karena adanya tujuan yang besar untuk menjaga jiwa manusia
dari_kematian sia-sia serta untuk memenuhi hak-hak keluarga korban yang ditinggalkan. Tradisi ini
diadopsi secara utuh sehingga yang dikatakan dengan ‘gilah adalah ashabah yang mencakup di dalamnya
kabilah. Pada masa tersebut, kondisi ikatan nasab bangsa Arab sangat kuat bahkan ketika Islam datang
kondisi ini tidak berubah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang dijamin keselamatannya
oleh kabilah tertentu maka kabilah lainnya tidak akan menyakiti karena jika itu terjadi sama saja dengan
merendahkan kabilah lainnya dan akan berimbas kepada konflik antar suku.

Konsep ini tetap berlaku pada masa Abu Bakar (w. 13 H), tetapi pada masa Umar (w. 23 H) mengalami
perubahan, ia tidak hanya menjadi beban bersama para ashabah tetapi juga dibebankan kepada abl diwan.
Perkembangan ini berdasarkan ijtihad Umar, bahwa pengertian ‘agilah tidak lagi tepat diartikan sebagai
ashabakh (Armando, 2005: 109-110). Karena kondisi masyarakat ketika itu sudah berubah dari orientasi
kesukuaan yang dulunya sangat kental kepada orientasi kelembagaan, juga dipengaruhi oleh mobilitas
perpindahan masyarakat yang tinggi, sehingga ikatan kesukuan semakin melemah. Perubahan ini terjadi
pada masa-masa akhir pemerintahan Umar yaitu tahun 20 H. Nampaknya konsep ini tetap diikuti oleh
Utsman bin Affan (w. 35 H) dan Ali bin Abi Thalib (w. 40 H), karena dalam sejarah hukum Islam kita tidak

menemukan adanya perubahan tersebut.

Ijtihad atau praktek Umar ini diakui pada masa awal perkembangan hukum Islam, khususnya oleh mazhab-
mazhab awal. Bagi mereka, praktek para sahabat merupakan dasar pemikiran dengan tetap memeclihara
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hadis Rasulullah. Walaupun ketika itu terjadinya perbedaan pendapat antara tiga wilayah dalam kegiatan
hukum, yaitu Iraq, Hijaz, dan Syria. Tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok karena adanya
pemahaman bahwa hukum Islam bersifat lentur dan memberikan ruang yang luas untuk berbeda pendapat.
Serta adanya pengakuan untuk mengambil praktek Rasul, para sahabat dan praktek kaum muslimin. Al-
Awza’l (w. 157 H) menckankan kepada pentingnya praktek dari pemimpin kaum muslimin terdahulu,
Malik (w. 179 H) pun berungkali menyebut praktek yang telah disepakati di Madinah (Hasan, 1994: 23).

Karenanya tidak mengherankan mazhab-mazhab awal sangat menghargai prakek para sahabat dan prakrek
pemimpin kaum muslimin masa terdahulu. Hal ini terlihat dari pengakuan mereka terhadap praktek Umar
terhadap konsep agilah. Hanafi (w. 150 H) dan Malik (w. 179 H) mengan zoap bahwa prakick perubahan
kategori agilah pada masa Umar sesuatu yang penting untuk tercapainya tujuan hukum Islam.

Tetapi pada masa-masa bertkutnya, khususnya pada masa Syafi’i (w. 204 H) d:
H) ketika upaya sistemasi hukum Islam semakin mantap,
dengan praktek Rasul. Bagi Syafi’i mengikuti prakeck sahabat yang bertentangan dengan prakrek Rasul
merupakan suaru pertentangan, Syafi't menganggap nalar hukum awal tidak konsisten karena mengabaikan
praktek Rasul dan mengikuti praktek sahaba (Hasan, 1994: 24-25).

i Ahmad 1hn Flambal (w. 241
praktek para sahabat seringkali dipcrrcnmngkun

Upaya ini terlihat jelas ketika Syafi’i berpendapat bahwa ijtihad Umar tentang ‘agila) bukan sesuatu yang
harus ditkuti karena pada prinsipnya bertentangan dengan sunnah Rasul. Ketetapan Rasul lebih awal dan

utama daripada apa yang telah ditetapkan oleh Umar, setiap hukum harus diputuskan berdasarkan apa
yang telah ditetapkan oleh Rasul.

Mengomentari perbedaan ini, Ibn Taimiyah (w. 724 H) mempertanyakan dua hal: pertama, apakah asal
penetapan ‘aglah sudah ditetapkan secara syarak bahwa mereka adalah ashabal. Kedia, atau apakah makna
dari agilah adalah pihak yang dapat menolong dan membantu orang lain tanpa diatur secara pasti dalam
syarak? Menurut Ibn Taimiyah pendapat yang kedua lebih kuat dan tepat karena ia lebih ficksibel sesuai
dengan perkembangan serta perubahan zaman dan tempat. Jika mengacu pada prinsip pertama maka konsep
agilah tidak dapat berlaku secara keseluruhan karena adanya keterbarasan. Sedangkan pendapat kedua akan
dapat diterapkan pada berbagai waktu dan tempat, tidak ada keterbarasan dalam mewujudkannya.

Menurut penulis, ‘@gilah sebenarnya dapat dimaknai sebagai pihak yang dapat menolong dan memberikan
bantuan bagi pelaku tindak pidana. Definisi aqilal yang mungkin lebih tepat dapat diartikan sebagai pihak
yang dapat menolong. Definisi ini juga lebih cocok karena dapat diterapkan pada berbagai wakm dan
tempat, tidak ada keterbatasan dalam mewujudkannya, karena makna ini lebih Heksibel sesuai dengan
perkembangan serta perubahan zaman dan tempat. Dalam era sckarang ini, definisi dan makna tersebut
dapat diperluas dalam beberapa kategori, yaitu:

¢)  Agilah dapat dimaknai teman seprofesi, karena yang sangar memungkinkan menjadi penolong
adalah teman seprofesi dalam suaru profesi tertentu. Hal ini didasari dalam dunia sekarang ini,
hampir sebagian besar manusia terikat dalam sistem dan struktur pekerjaan sesuai dengan profesi
masing-masing. Jika diasumsi sebagai nasab, maka hubungan teman seprofesi hampir sama atau
bahkan melebihi hubungan nasab dalam satu keturunan. Fakta inilah yang kemudian memberikan

peluang yang cukup besar bahwa yang dapat menolong dan membantu seseorang ini adalah teman
dalam satu profesi.

1) Konsep ‘gilah dapat dikaitkan dalam konsep asuransi syariah atas prinsip saling tolong menolong.
Ide pokok yang dikembangkan oleh asuransi Islam dari konsep @gilah bahwa suku Arab zaman
dulu sebagaimana telah dijelaskan di atas, harus saling menolong dan membantu melalui
kontribusi keuangan atas nama pelaku pidana untuk membayar diat kepada ahli waris korban.
Kontribusi keuangan ini sama dengan premi praktik asuransi, sementara kompensasi yang dibayar
berdasarkan wgilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang,
karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak
diharapkan. Pengembangan konsep ‘agilah kepada asuransi harus berdasarkan asas, prinsip dan
syarat dalam konsep ‘gilah sebagai bentuk tolong menolong (7a‘awun).

i) Negara dapat dimaknai sebagai agilah pada beberapa kategori pelaku tindak pidana dengan syarat-

syarat tertentu. Ada beberapa kondisi yang disepakati oleh para fuqaha bahwa baitulmal atau
negara dapat menjadi ‘@gilah pada kasus tertentu, yaitw: pertama, pada kasus pembunuhan yang tidak
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diketahui pelakunya. Kedura, jika pelaku pembunuhan adalah orang fakir dan ndak memiliki wsabalh
atau ‘@sabah juga sama-sama fakir, sehingga tidak mampu menanggung beban diar. Kefiga, pelaku
pembunuhan tidak mempunyai kerabat, seperti orang yang baru masuk Islam Keempar, kesalahan
yang dilakukan oleh imam atau hakim menyangkut masalah fjhad yang diputuskan, baik karena
kesalahan atau disebabkan kurangnya bukt-bukti.

PENUTUP

Konsep “agilah yang menjadi dari bagian hukum Islam pada dasarnya merupakan adopsi dax tradisi Arab
yang kemudian disetujui oleh Rasul. Konsep ini tetap berlaku setelah wafatnya Rasul, terutama sekali pada
masa pemerintahan Abu Bakar dan juga diawal-awal pemerintahan Umar. Tetap: konsep “aqilah mengalami
perubahan sekitar tahun 20 H pada masa akhir pemerintahan Umnar dengan mengalihkan kategori agilah
dai ashabah kepada abl diwan.

Pemberlakuan ‘agilah sebagai ashabah pada masa awal Islam sangat mungkin untuk diterapkan karena
hubungan nasab masih sangat kuat dan terus dijaga dalam struktur yang mapan dan diketahui oleh semua
orang. Kuatnya struktur nasab pada masa lalu juga dikarenakan perpindahan orang dari satu daerah ke
daerah lainnya sangat kecil sehingga tidak menganggu keberadaan hubungan dan pengetahuan mereka
tentang nasab. Struktur nasab ini telah mulai berubah pada masa akhir pemerintahan Umar karena tingginya
mobilitas masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ketika itu. Perubahan ini turut
mempengaruhi beberapa kondisi dan struktur nasab masyarakat Arab, khususnya karena tingkat mobilitas
dan perpindahan masyarakat dari suatu daerah ke daerah semakin tinggi. Untuk tetap terjamin nilai-nilai
hukum yang telah dipraktekkan pada masa Rasul, Umar berdasarkan kesepakatan para sahabat berinisiatif
untruk mengubah kategori wgilab dari ashabah ke abl diwan sehingga hukum masih tetap hidup dalam kondisi
masyarakat yang berbeda.

Namun dewasa ini, konsep ‘gilal sulit untuk diimplementasikan karena hubungan nasab seperti dulu
telah hilang dalam kehidupan masyarakat modern. Begitu juga dengan konsep yang diterapkan Umat
tentang kewajiban pembayaran diat dari kalangan diwan, karena pada masa sekarang tidak ada lagi diwan
sebagaimana yang berlaku pada masa Umar. Upaya pengembangan konsep agilah dewasa ini, tidak merujuk
kepada kelompok tertentu, tetapi lebih diupayakan sebagai pihak yang dapat membantu dan memberikan
pertolongan kepada pelaku tindak pidana schingga diat yang dibebankan untuk memenuhi hak-hak
keluarga korban dapat terlaksana unruk tercapainya keadilan dalam masyarakat. Dewasa ini, definisi agélah
dapat diperluas dalam beberapa kategori, yaitu: sebagai teman seprofesi, asuransi, bahkan negara dapat
menjadi ‘agilal) dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang paling
dekat untuk menolong dan membantu pelaku tindak pidana.
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